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ABSTRAK
NamaPenyusun : Muhamad Rum Ipa
NIM :  10600106056
JudulSkripsi :
“SanksiHukumPelakuPencuriaanKenderaanBermotorDenganP
emberatan” (StudiKasus Di PengadilanNegeri Makassar)
Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah
Negara hukum. Hukum dirumuskan untuk mengatur dan melindungi kepentingan-
kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan serta untuk menjunjung tinggi
hak asasi manusia. Hukum merupakan suatu pranatasosial, yang berfungsi sebagai
alat untuk mengatur masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut,
Penelitian ini adalah Bagaimanakah penerapan penjatuhan sanksi hokum
pidana pada tindak pidana dengan pemberatan pencurian kendaraan bermotor di
PengadilanNegeri Makassar Intensits tindak pidan pencurian kendaraan bermotor
dengan pemberatan dan pedoman pemidanaannya masalah kejahatan bukanlah
masalah baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi dinilai Semakin
lama, kejahatan di  kota-kota besar lainnya semakin bergeser, bahkan di beberapa
daerah sampai kota-kota kecil. Dikhawatirkan kemungkinanakan yang terjadi.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana
pencurian dengan pemberatan, maka dapat disimpulkan bahwa penjatuhan sanksi
pidana pada tindak pidana dengan pemberatan pencurian kendaraan bermotor di
Pengadilan Negeri Makassar. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan
hakim Pengadilan Negeri Makassar, proses pemidanaan dimulai dari awal sampai
akhir.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah
Negara hukum. Hukum dirumuskan untuk mengatur dan melindungi kepentingan-
kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan serta untuk menjunjung tinggi
hak asasi manusia. Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi
sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Namun fungsinya tidak hanya untuk
mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat.
Dengan demikian hukum bukan suatu karya seni yang adanya hanya untuk
dinikmati oleh orang-orang yang menikmati saja, bukan pula suatu kebudayaan
yang hanya ada untuk bahan pengkajian secara sosial-rasional tetapi hukum
diciptakan untuk dilaksanakan, sehingga hukum itu sendiri tidak menjadi mati
karena mati kefungsiannya.  Ada berbagai hukum yang berlaku di Indonesia salah
satunya adalah hukum pidana.
Hukum pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada
pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau
sifat-sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran yang lebih khusus
mengenai hukum pidana, maka pengertian hukum pidana yang diungkapkan Prof.
Dr. Moeljatno, SH. menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum
pidana bahwa “Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang
berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar dan aturan untuk”:
1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang,
dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa
yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-
larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah
diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilakasanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan
tersebut
Ketiga unsur-unsur tersebut merupakan rangkaian yang saling berkaitan
satu sama lain, sehingga harus ada dalam setiap permasalahan yang berkaitan
dengan hukum pidana, dengan demikian dapat dilihat bahwa hukum yang
mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang
diharuskan. Pengaturan hukum yang demikian, dapat diketahui perbuatan-
perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang
untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan
reaksi sosial pada masyarakat.1
Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib
sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-
persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas.
Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau anggota
masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan,
1Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, (Bumi Aksara, jakarta 2002), h. 1
sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius
sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.
Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan
juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. Penyebabnya kurang kita
pahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaualan hidup.
Sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan
masyarakat, keadaan politik ekonomi, budaya dan sebagainya.
Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam
masyarakat adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan
pemberatan. Berita tentang pencurian kendaraan bermotor bukan saja menarik
perhatian para penegak hukum tetapi juga mengusik rasa aman masyarakat.
Kendaraan bermotor merupakan sarana transporasi yang mempunyai mobilitas
tinggi, maka pelaku kejahatan ini merupakan kejahatan yang memiliki mobilitas
tinggi juga dampak negatifnya terhadap masyarakat. Selain itu kejahatan
pencurian kendaraan bermotor sudah merupakan kejahatan terorganisir,
bersindikat, dimana ada pihak-pihak yang di lapangan (pencuri) dan ada pihak-
pihak yang menampung barang-barang curian penadah juga dapat dikatakan sama
buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini merupakan tindak kejahatan yang
berdiri sendiri.
Penadahan sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti
pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau
melakukan “penadahan” itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk
melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan. Namun perlu digarisbawahi
maksud dari “Pertolongan Kejahatan” bukanlah berarti “Membantu malakukan
kejahatan” seperti yang disebut dalam pasal 55 KUHP. Melainkan penadahan
digolongkan sebagai “Pemudahan” seseorang untuk berbuat kejahatan. Hal ini
disebabkan karena hasil-hasil dari barang-barang curian tersebut untuk dijual
supaya  mendapatkan uang. Dalam hubungan tersebut maka ada anggapan atau
pendugaan lebih jauh bahwa Perubahan sifat yang dimaksud dapat dilihat
kaitannya dengan penggeseran yang membutuhkan keterampilan khusus seperti
dalam pencurian kendaraan bermotor.
Saat ini telah terjadi perubahan sifat, dimana telah terjadi pergeseran jenis
kejahatan yaitu dari jenis kejahatan menggunakan kekerasan secara fisik sampai
dengan kearah kejahatan yang menggunakan keterampilan khusus dalam
mencapai tujuan. Hal ini menjadi tugas berat bagi para penegak hukum yang
terkait, bahkan menjadikan itu sebagai suatu yang harus diantisipasi dalam
penegakan hukum dan dicari pemecahan masalahnya.
Namun sebelum mencapai permasalahan itu dapat dilihat dalam
masyarakat masih banyak dijumpai orang yang tidak bersalah mendapat pidana
ataupun pidana yang tidak sesuai dengan kesalahannya. Kondisi ini sangat
memperihatinkan dan menuntut kita semua, khususnya penegak hukum agar lebih
meningkatkan pengertian, pemahaman dan keterampilan profesinya sehingga
dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
Hal ini perlu mendapat perhatian yang cukup serius mengingat begitu
pentingnya peranan aparat penegak hukum dalam proses pegadilan pidana.
Pengadilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya murah serta bebas,
jujur juga harus diterapkan secara konsekuen.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah penerapan penjatuhan sanksi pidana pada tindak pidana
dengan pemberatan pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri
Makassar?
2. Bagaimana bentuk putusan yang di jatuhkan menurut KUHP kasus tindak
pidana Pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan?
C. Hipotesis
Hipotesis adalah jawaban teoritik yang bersifat sementara. Adapun
hipotesis atau jawaban sementara yang dapat penulis ajukan adalah:
1. Proses penjatuhan sanksi pidana dengan pemberatan pencurian kendaraan
bermotor melalui tiga tahap dalam pesidangan yaitu sebelum persidangan,
persidangan dan pelaksanaan putusan.
2. Bagi pelaku yang mengambil harta atau barang curian dan maka hukumannya
menurut Imam Abu Hanifah ialah dipotong tangan.
Hukum Pidana Islam merupakan Syariat Allah yang mengandung bagi
kehidupan manusia baik didunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud secara
materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk
melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menepatkan Allah
sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri, maupun yang ada
pada orang lain.
Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam pasal 362 kitab
undang-undang hukum pidana yang berbunyi:
“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda
tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya
melakukan pencurian dengan hukum penjara selama-lamanya lima tahun atau
denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”2
D. Devinisi Operasional dan Ruang Lingkup Pembahasan
Untuk memperjelaskan maksud dari judul skripsi maka penulisan akan
memggambarkan variable-variabel yang di anggap perlu dari judul tersebut
“Sanksi Hukum Pelaku Pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan (Studi
Kasus di Pengadilan Negeri Makassar).
1. Sanksi hukum, pokok atau pangkal suatu pendapat.
2. Pelaku Pencurian, adalah Seseorang atau beberapa orang yang melakukan
suatu perbuatan baik secara sendiri maupun bersama-sama pencuriaan dapat
merugikan orang lain.
3. Kendaraan bermotor, kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk
pergerakkannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya
kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun mesin
listrik dan mesin lainnya juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki
roda, dua dan biasanya berjalan diatas jalanan.
2 Meoljatno Kitab Undang-Undang Hukum pidana ( Bumi Aksara Jakarta: 2007 ) h. 128
4. Pemberatan, pelaku itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal
dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah
perbuatan yang diartikan “mengambil”
5. Studi Kasus, sebuah metoda penelitian yang secara khusus menyelidiki
fenomena yang terdapat dalam konteks kehidupan nyata, yang dilaksanakan
ketika batasan-batasan antara fenomena dan konteksnya belum jelas, dengan
menggunakan berbagai sumber data.
Devinisi Operasional dan Ruang Lingkup Pembahasan
E. Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, dimaksudkan
untuk memberikan data yang di teliti tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala
lainnya. Maksudnya terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat
membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun
teori-teori baru.
2. Metode Pendekatan
Penulis akan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis
normative adalah pendekatan masalah penelitian dari segi peraturan perundang-
undangannya.
3. Jenis Sumber Data
Berdasarkan sumber pengambilan data dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:
a. Data Primer
Sumber data primer diperoleh peneliti melalui pengamatan atau
observasi secara langsung yang didukung oleh wawancara terhadap
informasi atau pihak-pihak yang bersangkutan. pencatatan sumber data
utama melalui pengamatan atau observasi dan wawancara merupakan
hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya
yang dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan
memperoleh informasi yang diperlukan.
b. Data Sekunder
Dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang berfungsi
sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data ini bersumber
dari buku-buku literatur, peraturan perundangan dan dokumen-
dokumen resmi yang berhubungan dengan Pertimbangan Pemberatan
Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor.
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Studi Lapangan
Studi lapangan dilakukan dengan teknik:
1) Wawancara digunakan untuk memperoleh data dan informasi
mengenai situasi yang berkaitan dengan masalah penelitian agar
lebih akurat.
2) Observasi ini digunakan sebagai metode kriterium artinya
observasi digunakan sebagai alat penguji kebenaran dan
kemantapan terhadap suatu data yang telah diperoleh dengan
wawancara
3) Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang
berupa catatan buku, surat kabar, majalah, rapat, agenda dan
sebagainya.
b. Studi Pustaka
Studi pustaka adalah pengumpulan data melalui penelahan sumber-
sumber yang tertulis dan relevan dengan maksud dan tujuan penelitian.
Hal. tersebut dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori dan
konsep penelitian.
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Setiap melakukan suatu penelitian, seorang peneliti tentu memiliki tujuan
tertentu. Adapun tujuan inggin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Untuk mengetahui bagaimana pratek penjatuhan pidana pada tindak
pidana pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Makassar.
b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk putusan yang dijatuhkan oleh
hakim di Pengadilan Negeri Makassar. Kasus tindak pidana pencurian
kendaraan bermotor dengan pemberatan menurut hukum islam
2. Manfaat Penelitian
a. Secara Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu
pengetahuan dan informasi bagi dunia akademis dibidang hukum.
Khususnya memberikan pertimbangan pemberatan pidana dalam
kejahatan pencurian bermotor yang mana pada pemberatan tersebut
diharapkan pencurian motor tidak mengulangi kembali kejahatannya
dan pidana kejahatan bermotor dapat diminimalisir.3
b. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak-pihak
yang berkepentingan dengan masalah penelitian ini yaitu
- Bagi aparat penegak hukum, dapat lebih meningkatkan peranannya
dalam upaya penegakan hukum dan keadilan sehingga kejahatan
pencurian kendaraan bermotor dapat diminimalisir.
- Bagi masyarakat dapat menumbuhkan kesadaran terhadap hukum
yang berlaku sehingga masyarakat diharapkan dapat membantu
aparat penegak hukum untuk meminimalisir terjadinya tindak
pidana pencurian.
3 Sugiyono Memahami Penelitian kualitatif . (CV Alfa Beta Bandung: 2004)  Cet 43 hlm.15-
17.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKAN
A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian
Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam pasal 362 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:
“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda
tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya
melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima
tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”4
Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan
pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang
dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang
diartikan “mengambil”.
Menerjemahkan perkataan “zich toeeigenen” dengan “menguasai”,oleh
karena didalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa
“zich toeeigenen” itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian
“memiliki” yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam kitab
Undang-undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan kedalam bahasa
Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di
dalam pengertian “zich toeeigenen” seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 362
Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut.
4 Moeljatno, Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana ( Bumi Aksara Jakarta: 2007), h. 128
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian
Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu
pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur
dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat
pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam pasal
362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada
tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat
dalam pasal 365 KUHP.
Apabila kita perhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP
dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif
1. Yang disebut unsur obyektif ialah:
a. Perbuatan manusia
Pada umumnya tindak pidana yang diatur di dalam perundang-undangan
unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau unsur objektif. Namun demikian
adakalanya sifat melawan hukumnya  perbuatan tidak saja pada unsur objektif
tetapi juga pada unsur subjektif yang terletak pada batin pelaku. Bentuk suatu
tindak pidana dengan unsur objektif antara lain terdapat pada tindak pidana yang
berbentuk kelakuan.
Maka akibat yang terjadi dari perbuatan tidak penting artinya. Dari
rentetan akibat yang timbul dari kelakuan tidak ada yang menjadi inti tindak
pidana, kecuali yang telah dirumuskan dalam istilah yang dipakai untuk
merumuskan kelakuan tersebut. Misalnya kelakuan dalam tindak pidana
“pencurian” yang diatur dalam pasal 362 KUHP, dirumuskan dengan istilah
“mengambil barang” yang merupakan inti dari delik tersebut. Adapun akibat dari
kelakuan: yang kecurian menjadi miskin atau yang kecurian uang tidak dapat
belanja, hal itu tidak termasuk dalam rumusan tindak pidana pencurian.
b. Delik Materiil.
Delik materiil dimana dalam perumusannya tindak pidana hanya
disebutkan akibat tertentu sebagai akibat yang dilarang. Apabila kita jumpai delik
yang hanya dirumuskan akibatnya yang dilarang dan tidak dijelaskan bagaimana
kelakuan yang menimbulkan akibat itu, kita harus menggunakan ajaran hubungan
kausal untuk manggambarkan bagaimana bentuk kelakuan yang menurut logika
dapat menimbulkan akibat yang dilarang itu.
Dengan begitu baru dapat diketahui perbuatan materiil dari tindak pidana
yang menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang. Tanpa diketahui siapa yang
menimbulkan akibat yang dilarang itu, tidak dapat ditentukan siapa yang
bertanggung jawab atas perbuatan dengan akibat yang dilarang tersebut.
c. Delik Formiil.
Delik formil ialah delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah
dilakukan suatu perbuatan yang dilarang. Dalam delik formil hubungan kausal
mungkin diperlukan pula tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik
materiil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa delik materiil tidak dirumuskan
perbuatan yang dilarang sedang akibatnya yang dirumuskan secara jelas, berbeda
dengan delik formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya.
2.  Yang disebut unsur subyektif ialah:
a. Dilakukan dengan kesalahan
Delik yang mengandung unsur memberatkan pidana, apabila pelaku
pencurian itu dengan keadaan yang memberatkan seperti yang tertera pada pasal
365 ayat 123 dan 4 KUHP. Maka pelaku pencurian ini dapat dikenakan
pencabutan hak seperti yang tertera dalam pasal 336 KUHP yang berbunyi;
Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam pasal
362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam pasal 345.
b. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab
Menurut pengertian Simons tentang  adanya unsur-unsur pada tindak
pidana apabila: Perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum,
dilakukan, dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
Pengertian kemampuan bertanggung jawab, banyak yang telah
mengemukakan pendapat antara lain Simon berpendapat bahwa Kemampuan
bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan fisik, yang
membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, baik dilihat
dari sudut umum maupun dari orangnya.
Selain itu, Simon juga mengatakan bahwa seseorang mampu bertanggung
jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila:
a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya
bertentangan dengan hukum.
b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.
KUHP tidak memuat perumusan kapan seseorang mampu bertanggung
jawab. Di dalam buku I bab III pasal 44 berbunyi:
“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung
jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu
jiwanya karena penyakit tidak dapat dipidana”
Dari pasal 44 KUHP tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa ada 2 hal
yang menjadi penentuan keadaan jiwa si pembuat yaitu:
1. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Pemeriksaan keadaan
pribadi si pembuat yang berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat
pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, yang dilakukan oleh
seorang dokter penyakit jiwa.
2. Adanya penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat
dengan perbuatannya. Adapun yang menetapkan adanya hubungan kausal
antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan perbuatan tersangka adalah
Hakim.
Kedua hal tersebut dapat dikatakan bahwa sistem yang dipakai dalam
KUHP dalam menentukan tidak dapat dipertanggung jawabkannya si pembuat
adalah deskriptif normatif. Deskriptif karena keadaan jiwa digambarkan apa
adanya oleh psikiater, dan normative karena hakimlah yang menilai, bardasarkan
hasil pemeriksaan, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mampunya
tersangka untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.
Maka kesimpulannya meskipun orang telah melakukan tindak pidana,
tetapi menurut bunyi buku ke II KUHP tersebut masih harus ditentukan bahwa
perbuatan itu dapat dipidana atau tidak dapat dipidana. Suatu perbuatan yang
melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah dinyatakan salah. dengan
tindak pidana tersebut dalam hal apa dilakukan ternyata perbuatan itu dipengaruhi
oleh herianito pada diri pelaku, artinya meskipun ia sudah melanggar larangan
suatu aturan hukum pengenaan pidana dapat dihapuskan apabila perbuatan itu
diatur dalam pasal 44, pasal 45, pasal 48, pasal 49 ayat 1 dan 2, pasal 50, pasal 51
KUHP. Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP khususnya dalam
buku II adalah mengandung maksud agar diketahui dengan jelas bentuk perbuatan
tindak pidana apa yang dilarang. Untuk menentukan rumusan tersebut perlu
menentukan unsur-unsur atau syarat yang terdapat dalam rumusan tindak pidana
itu, Misalnya: Tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP.
Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan pasal 362 KUHP yang
berbunyi;
“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima
tahun atau denda paling banyak enam puluh rupia”5
Unsur-unsurnya pasal 362 KUHP sebagai berikut:
a). Barang siapa,
b). Mengambil barang sesuatu,
c). Barang kepunyaan orang lain,
d). Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
Untuk diketahui bahwa Pasal 362 KUHP itu terdiri 4 unsur seperti tersebut
diatas, tanpa menitik berakan pada satu unsur. Tiap-tiap unsur mengandung arti
yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan.
5 Moeljatno, Kitap Undang-Undang Huhum Pidana, ( Bumi Aksara, Jakarta 2007 ), h. 128
1. Barang siapa; yang dimaksud dengan barang siapa ialah “orang” subjek
hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Mengambil barang sesuatu; dengan sengaja mengambil untuk memiliki atau
diperjual belikan.
3. Barang kepunyaan orang lain; mengambil barang yang telah menjadi hak
orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; mengambil lengan
paksa atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut.
Apabila rumusan pasal tindak pidana tidak mungkin ditentukan unsur-
unsurnya, maka batas pengertian rumusan tersebut diserahkan kepada ilmu
pengetahuan dan praktek pengadilan. Untuk itu dalam menentukan tindak pidana
yang digunakan, selain unsur-unsur tindak pidana yang dilarang juga ditentukan
kualifikasi hakikat dari tindak pidana tersebut. Misalnya:
“Seorang pencuri tidak segera menjual hasil curian, tetapi menunggu
waktu dengan hasrat mendapat untung”.
Rumusan tersebut memenuhi unsur penadahan seperti yang diatur dalam
Pasal 480 KUHP namun karena kualifikasi kejahatan sebagai pencuri maka ia
tetap melanggar Pasal 362 KUHP bukan sebagai penadah. Pompe dengan tegas
berpendapat;
“Seorang pencuri yang tidak segera menjual hasil curiannya dengan hasrat
mendapat untung, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan penadah,
sebab perbuatan itu tidak dapat dimasukkan kualifikasi penadah”
Sehingga didalam pemberian pidana yang diperbuat pidananya haruslah
dengan melihat beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan penjatuhan
pidananya yang mana dimulai dari pembuktian, sistem pembuktian, jenis pidana
dan tujuan pemidanaan serta kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat.
Kesemuannya yang diuraikan di atas saling terkait dan merupakan suatu
sistem dalam proses untuk tercapainya rasa keadilan dan kepastian hukum, di
dalam wilayah Hukum Negara Indonesia. Dapat diterapkannya pemberatan pidana
sebagaimana yang telah ditentukan di dalam KUHP, maka diperlukan hal-hal
tersebut di atas guna menentukan pasal-pasal mana yang seharusnya diterapkan.
C. Penanganan Perkara Pidana
Dari segi hukum pidana maka kepetingan masyarakat lebih diutamakan
dari kepentingan orang-orang (individu) yang dalam bahasa hari-hari kepentingan
umum sengaja/tidak menjujung hukum melakukan perbuatan di ancam dengan
hukuman pidana misalnya pencurian.
- Pelaku yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak
menjadikan perbedaan perlakuan.
- Penakapan penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya di lakukan
berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat berwewenang oleh undang-undang
hanya dalam hal dengan cara yang di dengan undang-undang.
- Setiap orang yang disangka. Tangkap di tahan tuntut dan atau dihadapkan di
muka sidang pengadilan wajib tidak bersalah sampai ada kepetusan
pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum.6
D. Pengertian Pidana dan Jenis-Jenis Pidana
6 Leden  Marpauang Proses Penanganan Perkara Pidana ( Sinar Grafika Jakarta: 1992),
h .26
1. Pengertian pidana
Hukum pidana merupakan aturan hukum yang berbeda dengan hukum
yang lainnya, yang mana merupakan suatu aturan hukum yang mengikatkan pada
suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan akibat yang berupa
pidana. Itu mempunyai banya segi, yang masing-masing mempunyai arti sendiri-
sendiri lagi pula pengertian hukum pidana itu dapat bersifat luas dan dapat pula
bersifat sempit oleh karena itu perlu disebut. (Andi Hamzah, 2008) berkesimpulan
bahwa: 7
a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau
nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai
kekuasaan (oleh yang berwewenang).
c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana
menurut undang-undang.
Melihat kalimat ke-1 dari kesimpulan atau definisi diatas maka pengaruh
pidana pada perbuatan si pelaku agar pelaku mendapatkan penderitaan yang
setimpal terhadap perbuatannya serta pernyataan pencelaan dan bukan pada
pelakunya. Sehingga tidak merendahkan martabat manusia, seperti yang tertera
dalam konsep Rancangan Undang-Undang BAB I Pasal 1 ayat 1,3,4 KUHP tahun
2005. Hanya pencegahan untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatannya yang
dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bahkan berpengaruh
7 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana. (Rineka Cipta Jakarta 2008), h.35
untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau perbuatan yang tidak dikehendaki
atau perbuatan yang salah ataupun perbuatan yang dapat merugikan negara.
Perancangan pidana tersebut diatas, perundangan dibagi menjadi tiga
macam, yang antara lain. secara umum penyusunan ancaman pidana dalam KUHP
yang meliputi;
1. Asas kesederhanaan,
a. strafminima dan strafmaxima,
b. penentuan jenis pidana yang tercantum dalam pasal 10 KUHP.
2. Pidana pokok pada delik;
a. pengancaman pidana yang ditentukan secara alternatif,
b. ancaman terberat yang selalu diutamakan,
c. pengancaman pidana ganda
3. Pidana tambahan yang meliputi bersifat umum namun penerapannya
ditentukan secara khusus serta tidak mengenal pengancaman pidana tambahan.
Berikut ini juga diperkuat dengan pendapat Sianturi, SH (48.1996) tentang
penjatuhan pidana oleh hakim, yang mengatakan bahwa;
2. Pidana Pokok
a. Penjatuhan pidana pokok di KUHP pada dasarnya diberikan secara tunggal,
kecuali untuk tindakan tersebut pasal 66, 284 KUHP (Hukum Pidana dan
Hukum Perdata).
b. Penjatuhan pidana di luar jenis yang diancamkan pada dasarnya dilarang.
Kecuali untuk pidana penjara, dapat diganti dengan pidana tutupan, pidana
denda dengan pidana kurungan (pengganti). Sehubungan dengan ini perlu
diperhatikan beberapa putusan MA tersebut di babawah ini:
1. No. 59 K/Kr/1969 tanggal 11 Maret 1970; menambah jenis hukuman yang
ditentukan dalam pasal 10 KUHP adalah tidak dibenarkan.
2. No. 74K/Kr/1969 tanggal 26 September 1970: Pengadilan Negeri sebagai
hakim pidana tidak berwenang menjatuhkan putusan yang lain dari pada
yang ditentukasn dalam pasal 10 KUHP.
3. No. 61 K/Kr/1973 tanggal 13 Agustus 1974 Hukuman tambahan yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri; “Menghukum atas tertuduh-tertuduh
untuk meninggalkan yang digarap guna dihijaukan kembali dan
menghukum lagi atas tertuduh-tertuduh untuk membayar kerugian negara
masing-masing besarnya ½x Rp1.485.700,” harus dibatalkan karena
bertentangan dengan pasal 10 KUHP.
4. Pidana penjara seumur hidup dapat diganti dengan pidana mati. diatur
dalam Pasal 11 KUHP, yang mengancam pidana mati dalam hal ini adalah;
- Pasal. 104; maka membunuh presiden
- Pasal. 111 (2); pengkhianatan dalam arti luas
- Pasal. 124 (3) jo 129; pengkhianatan dalam arti sempit
- Pasal. 340;  pembunuhan berencana
- Pasal. 140 (3); makar berencana terhadap kepala negara sahabat
- Pasal. 185 jo 340; duel yang dilakukan dengan rencana
- Pasal. 365 (4); perampokan berat
- Pasal. 368 (2); pemerasan berat
- Pasal. 444; pembajakan yang mengakibatkan matinya obyek
- Pasal. 479 k (2); perbuatan kekerasan terhadap orang/pesawat
Dengan demikian yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang
sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi
syarat-syarat tertentu. Sanksi yang itu dapat berupa atau mengenai harta benda,
badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosa badan hukum.
3. Jenis-jenis pidana
Hukum pidana diatur dalam KUHP terdapat pada pasal 10, yang terdiri
dari dua jenis yaitu; pidana pokok dan pidana tambahan, yang masing-masing
dapat dibagi lagi atas beberapa macam, sebagaimana diatur di bawah ini:
a. Pidana pokok
- Pidana mati (Pasal 11 KUHP, UU No. 2./Pnps/1964).
- Pidana penjara (Pasal 12-17, 20, 24,-29, 32-34 dan 42 KUHP).
- Tutupan (UU No. 20 Th 1946).
- Kurungan (Pasal 18-29, 31-34, 41, 42 KUHP)
- Denda (Pasal 30, 31, 33 dan 42 KUHP).
b.  Pidana tambahan
- Pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35-38 KUHP).
- Perampasan barang-barang tertentu (Pasal 39-41 KUHP).
- Pengumuman putusan hakim (Pasal 43) Aturan pidana tambahan8
tersebut meliputi:
Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (PT. Bumi Aksara, Jakarta 2007) h.5.6
Pengaturan yang demikian maka menjadi jelas bahwa untuk jenis-jenis
pidana yang dapat dijatuhkan adalah yang sudah diatur dalam pasal 10 KUHP,
diluar itu bukan merupakan suatu jenis pidana yang ada dalam KUHP dan jika
diterapkan berarti telah melenceng dari aturan hukum yang telah diterapkan dan
berlaku diseluruh Indonesia.9
E. Pengaruh Pidana dan Tujuan Pemidanaan
1. Pengaruh Pidana
Sanksi pidana tidak sebagian sistem pemidanaan dan sistem sanksi dalam
hukuman pidana bila sistem pemidanaan ini artikan secara langsung, maka
pembahayan menyangkut aturan undang-undang yang berhubungan dengan sanksi
(hukum pidana) dan pemidanaan karena menurut L.H.C. hulsman the sentencing
sistem is the statustory rules relating to penal sanctions and punishmen secara
lebih singkat andi hamzah memberikan arti sistem pidana pemidanaan itu sebagai
sususnan pidana dan cara (pemidanaan).
Bertolak dari dua pengertian tersebut, maka semua aturan undang-undang
mengenai hukum pidana subtansial, hukum pidana prosudur dan hukum
pelaksanaan pidana dapat dikatakan materiil dan hukum pidana formil harus
dijadikan acuan dalam membicarakan masalah perkembangan sistem pemidanaan
dan sistem sanksi
Ilmu hukum pidana adalah untuk mencari pengertian obyektif dari aturan
hukum pidana. Bahwa dari penyelidikan tersebut diharapkan mendapatkan hasil
9M sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, ( Jjjjjkkkk Grafindo Perasada Jakarta:
2004 ) h. 55.
sesuai dengan kenyataan yang logis. sedangkan tindak pidana ialah perbuatan
yang  melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan
sanksi pidana.10
Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah
perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancamkan sanksi
pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut.
Pengaruh pidana sangat mendasar pada tujuan penetapan sanksi/pidana.
Permasalahan penetapan sanksi terkait dengan pandangan tentang tujuan
pemidanaan. Demikian juga kebijakan penetapan sanksi dalam hukum pidana,
tidak lepas dari penetapan sanksi dalam tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan
kriminal secara keseluruhan.
Penetapan sanksi mendapat sorotan paling tajam, sehingga banyak
bermunculan paham-pahaman dari para sarjana dan aliaran-aliran yang di
lanjutnya. Pada abad muncul aliran klasik yang berpaham indeterminisme
mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan
pelaku kejahatan, sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan. Karenanya,
sistem pidana dan pemidanaan aliran klasik ini menekankan pemidanaan terhadap
perbuatan, bukan pada pelakunya. Sistem pemidanaan ditetetapkan secara pasti
(the definite sentence). Artinya penetapan sanksi dalam undang-undang tidak
dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia,
keadaan jiwa si pelaku, kejahatan kejahatan yang dilakukannya terdahulu maupun
10 Adami Chamzawi. Pelajaran Hukum Pidana ( Jjjjjkkkk Grafindo Persada Jakarta: 2005).
h.27.
keadaan khusus dari perbuatan/kejawatan yang dilakukan. ( Drs Adami Chazawi
2005).
kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk
langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih
bisa diperbaiki. bertolak belakang dengan paham aliran klasik, aliran modern
memandang kebebasan kehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan
lingkunganya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. Andaipun
digunakan istilah pidana, menurut aliran modern ini harus tetap diorentasikan
pada sifat si pelaku Karenanya aliran ini bertitik tolak dari pandangan
determinisme dan menghendaki adanya pidana yang bertujuan mengadakan
resosialisasi terhadap pelaku kejahatan.
Aliran neoklasik menyatakan dengan tegas bahwa konsep keadilan sosial
berdasarkan hukum, tidak realistis dan bahkan tidak adil. Ciri-ciri dari aliran neo-
klasik yang relevan dengan prinsip pidana adalah modifikasi dari doktrin
kebebasan kehendak dan doktrin pertanggung jawaban pidana. Beberapa
modifikasinya antara lain, diterimanya berlakunya keadaan-keadaan yang
meringankan baik fisikal, lingkungan maupun mental, termasuk keadaan-keadaan
lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu yang
terjadinya kejahatan. Juga diperkenankan masuknya kesaksian ahli untuk
menentukan dejjjjjkkkkt pertanggung jawaban pidana.
Bermuara dari konsepsi-konsepsi kedua aliran hukum pidana yang tersebut
terdahulu, lahirlah ide individu dualisasi pidana yang memiliki beberapa
karakteristik sebagai berikut:
a. Pertanggung jawaban pidana bersifat pribadi perorangan asas personal.
b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas; tiada
pidana tanpa kesalahan)
c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini
berarti harus ada kelonggaran fleksibelikasi bagi hakim dalam memilih sanksi
pidana (jenis maupun berat ringanya sanksi) dan harus ada kemungkinan
modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaanya.
Sebagai konsekuensi dari ide pidana, maka sistem pemidanaan dalam
hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan.
Jenis sanksi yang diterapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi
dan sanksi tindakan inilah yang merupakan hakikat asasi atau ide dasar
kosepdouble track sistem. double track sistem adalah kedua-duanya, yakni sanksi
pidana dan sanksi tindakan. Double track sistem tidak sepenuhnya memakai satu
di antara dua jenis sanksi itu.
Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam
kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi
tindakan dalam kerangka doubletrack sistem, sesungguhnya terkait dengan fakta
bahwa unsur pencelaan atau penderitaan lewat sanksi pidana dan unsur pembinaan
lewat sanksi tindakan sama-sama penting.
Pengaruh pidana mengikuti sistem yang masing-masing memiliki tujuan
sanksi/pidana yang beragam dan diikuti pada perkembangan kriminal, serta
melihat pada watak, sifat dan lingkungan yang mempengaruhi pada berat atau
ringannya pidana yang didapat si pelaku. Sehingga pelaku perlu memiliki alasan
untuk pidananya dan berharap tidak mengulang kembali dengan harapan
mendapatkan tempat yang sama ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut sesuai
dengan pengertian pidana yang sebenarnya. pengertian pidana menurut Roeslan
Saleh, bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan itu berwujud suatu nestapa yang
dengan sengaja ditimpakan oleh negara pada pembuat delik tersebut (Barda
Nawawi 2: 1998).
Aturan tersebut sesuai dengan aturan pidana yang tercantum dalam Buku
Kesatu BAB I pasal 1 ayat 1,2 dan pasal 2 KUHP, aturan pidana juga diatur dalam
Rancangan Undang-Undang BAB II Bagian Ke-I pasal 11 Tahun 2005 ayat;
1. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tindak pidana tidak
melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan
sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
2. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang
dan ancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat
melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
3. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada
alasan pembenar.
Dari definisi tersebut di atas Barda Nawawi (1998:4) berkesimpulan
bahwa;
a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderita atau
(nestapa) atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang
mempunyai kekuasaan oleh yang berwewenang.
c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak
pidana menurut undang-undang.
Mengenai yang terpengaruh terhadap pidana adalah terpidana dan
masyarakat umum. Yang mendapat pengaruh langsung dari penjatuhan pidana
adalah orang dikenakan Pidana  ini belum dirasakan secara nyata oleh terpidana
ketika putusan akan dijatuhkan, baru dirasakan ketika sudah dilaksanakan secara
efektif. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat terhadap setiap
pebuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipasi terhadap pelaku
perbuatan  tersebut.
2 Tujuan Pemidanaan
Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, bisa dibedakan
antara prevensi special dan prevensi general atau sering juga digunakan istilah
“spesial deterrence” dan “general deterrence”
Dengan prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana.
Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi
tingkah pelaku si terpidana untuk melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana
bertujuan agar si terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna
bagi masyarakat. Teori tujuan pidana serupa ini dikenal dengan sebutan
Reformation  atau  Rehabilitation Teori. Dengan  prevensi general dimaksudkan
pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan
kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkahlaku
anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana
(bambang waluyo 2004).11
Hal ini sesuai dengan pendapat Hamzah tujuan pemidanaan pada dasarnya
adalah mengarahkan seseorang untuk tidak mengulangi tindak pidana dikemudian
hari Prevensi. Selain itu Hamzah juga menegaskan adanya dua macam prevensi
yaitu  prevensi general umum yang bertujuan agar setiap orang takut untuk
melakukan tindak pidana kejahatan sedangkan  prevensi special bertujuan untuk
membuat pelaku tindak pidana menjadi jera/takut untuk mengulang perbuatannya.
Dalam rangka mewujudkan tujuan pemidanaan yang sebenarnya, maka
diharapkan para instansi penegak hukum mempunyai pandangan serta sikap yang
sama bahwa pemidanaan dilakukan atau dilaksanakan untuk mengadakan
perbaikan terhadap diri terpidana sehingga tidak akan terulang atau berkehendak
untuk mengulangi perbuatannya, hal ini juga perlu adanya partisipasi dari
masyarakat untuk menerima mereka ditengah-tengah masyarakat.
D. Pemidanaan pada tindak pidana pencurian
Menurut andi hamzah secara geris besar pemberian wewenang yang
diberikan oleh undang-undang kepada hakim terhadap dakwaan yang diberikan
meliputi:
1)  Putusan hakim (pemidanaan, pembebasan dan pelepasan);
2)  Penindakan;
3)  Pemberian kebijakan;
Selain dakwaan yang diberikan juga meliputi unsur-unsur yang ada pada
11 Bambang Waluyo SH, Pidana Dan Pemindanaan ( Sinar Grafika Jakarta: 2004 ), h. 12-16
Pasal KUHP, hakim juga harus memiliki pemenuhan pada pasal 183,184
KUHAP dan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman,
Menurut keputusan seminar hukum nasional ke-1 tahun 1983, yang
dimaksud dengan hukum acara pidana adalah norma hukum yang berwujud
wewenang yang diberikan kepada negera untuk bertindak apabila ada persangkaan
bahwa hukum pidana dilanggar (Prasetyo, 2002) atas dasar hal-hal tersebut di atas
dapat disimpulkan, bahwa fungsi hukum acara pidana mempunyai tiga tugas
pokok, yaitu:
a.  Mencari dan mendapat kebenaran material.
b.  Memberikan suatu putusan hakim.
c.  Melaksanakan putusan hakim.
Tekanan dalam tiga tugas pokok tersebut harus diletakkan pada fungsi
mencari kebenaran material sebab kebenaran yang harus menjadi dasar dari pada
keputusan hakim pidana.
Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, dan kata pidana
itu sendiri berarti hal dipidanakan yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan
kepada seorang terdakwa sebagai hal yang tidak enak dirasakannya Pengadilan
merupakan instansi yang menjatuhkan hukuman, harus dapat melihat dan
mendengar, dengan jeli dan peka dalam menjalankan persidangan. Maka hakim
selain menggunakan keyakinannya, juga diharuskan melalui beberapa proses
pembuktian dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada, dengan cara sebagai
berikut:
1. Pembuktian
Berdasarkan pasal 183 KUHAP menerangkan bahwa: Hakim tidak boleh
menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak
pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.12
Ketentuan ini untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian
hukum bagi seseorang. Maka Hakim dalam hukum acara pidana berkewajiban
menetapkan:
1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti menurut
pemeriksaan pengadilan.
2. Apa yang telah membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-
perbuatan yang didakwakan.
3. Tindak pidana apakah yang telah dilakukan sehubungan dengan perbuatan-
perbuatan itu.
4.  Hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.
Oleh karena itu dalam persidangan dan menetapkan keputusan mencari
kebenaran sejati dan keadilan berdasarkan hukum dan undang-undang. Maka
hakim untuk memberikan keputusan pada pelaku harus menerapkan pembuktian.
Sehubungan dengan ini acara pembuktian adalah dalam mencari kebenaran
materiil, Mencari kebenaran sejati sangatlah luas, karena dalam KUHAP terdapat
empat tahap dalam mencari kebenaran materiil yaitu melalui:
1. Penyidikan
12 Trinity, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Uu Nmr 27.tahun1983 h,68.
2. Penuntutan
3. Pemeriksaan dalam persidangan
4. Pelaksanaan, penghambatan dan pengawasan.
Dengan demikian acara pembuktian hanyalah salah satu fase dari hukum
acara pidana secara keseluruhan yang dalam hal untuk penjatuhan pidana dengan
pemberatan pembuktian ini sangat berperan sebagai pertimbangan untuk
menentukan lamanya pidana.
Bukti tersebut akan menjadi terang tindak pidana yang didakwakan dan
menambah keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah dan sebagai
pelaku serta untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.
2. Jenis-Jenis Alat Bukti
Di dalam KUHAP telah mengatur tentang jenis-jenis alat-alat bukti yang di
atur pada pasal 184 KUHAP yaitu:
1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa
Alat bukti ialah apa yang merupakan alat bukti yang mengandung maksud
dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas peristiwa, sehingga dapat dilihat
masing-masing yaitu:
ad.1  Keterangan Saksi.
Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang merupakan alat bukti
yang penting. Maka dari itu dapatlah dikatakan bahwa kesaksian yaitu Suatu
keterangan dengan lisan di muka hakim dengan sumpah tentang hal-hal mengenai
kejadian tertentu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri.
Jadi keterangan saksi dapat diberikan secara lisan ataupun secara tertulis
sedangkan untuk keterangan saksi yang tertulis harus dibacakan di muka hakim
dan sesudahnya surat diserahkan kepada hakim, untuk keterangan yang diucapkan
di muka polisi bukanlah kesaksian, lain halnya apabila keterangan yang diberikan
dalam pemeriksaan pendahuluan dengan sumpah terlebih dahulu dan dicantumkan
dalam berita acara yang dibacakan di muka hakim oleh karena meninggal dunia
atau tidak datang (R. Susilo, 1988).
Pencurian dalam pasal ini dinamakan “pencurian dengan pemberatan
dengan kwalifikasi” dan diancam hukuman yang lebih berat. Apakah yang di
artikan dengan “pencurian dengan pemberatan” itu ialah pencurian biasa disertai
dengan salah satu keadaan seperti berikut.
a. Bila barang yang di curi itu adalah “hewan” yang dimaksudkan dengan
diternangkan dalam pasal 101, yaitu semua macam binatang yang memamah
baik (kerbau, sapi, kambing), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan
babi, tidak berkuku satu dan bukan babi. pencurian hewan dianggap
berat,karena hewan merupakan seorang milik petani yang terpenting.
b. Bila pencuria itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam-macam
malapetakan seperti gempa bumi dan sebagai berikut.
c. Pencurian ini diancam hokum lebih berat, karena pada waktu semacam itu
orang-orang semua mibut dan barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang
orang yang mempergunakaan saat orang lain mendapat celaka ini untuk
berbuat kejahatan adalah yang rendah budinya.13
Dari data alat-alat bukti yang dimaksud dalam KUHAP dan unsur-unsur
pada pasal-pasal KUHP yang didakwakan, akan didengar atau menjadikan saksi
utama ialah saksi korban. Saksi korban adalah orang yang dirugikan akibat
terjadinya kejahatan atau pelanggaran.
ad. 2. Keterangan Ahli.
Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang
memiliki keahlian khusus tentang hal diperlakukan untuk memuat tentang suatu
perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
Keterangan ahli sudah dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh
penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan
dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan. Jika hal itu tidak
diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada
pemeriksaan disidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam
acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah mengucapkan sumpah
atau janji di depan hakim.
Keterangan ahli pada masa sekarang sangat diperlukan dalam sidang
perkara pidana, hal ini dikarenakan semakin majunya ilmu pengetahuan dan
teknologi sehingga dimungkinkannya adanya tindak pidana tertentu.
13 R soesilo Hukum Pidana ( Sinar Grafika Jakarta 1994). h, 217
ad. 3. Surat.
Surat menurut Prof. Mr. A. Pitlo adalah pembawa tanda tangan bacaan yang
berarti, yang menterjemahkan sesuatu isi pemikiran. Tidak termasuk surat adalah
foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda bacaan. Jadi menurutnya
barang bukti surat adalah yang didalamnya membawa tanda tangan bacaan yang
meneterjemahkan isi pikiran barda nawawi, 1992. Dengan demikian yang menjadi
alat bukti dapat dibagi menjadi empat yaitu:
1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat
umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan
tentang kejadian yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai
dengan alasan tentang keterangan itu.
2. Surat yang dibuat peraturan undang-undang atau surat yang dibuat oleh
pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi
tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau
keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan
keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat
pembuktian yang lain.
Maka surat sebagai alat bukti adalah apa yang telah ditentukan diatas,
sedangkan diluar itu bukan merupakan alat bukti dalam kategori surat sebagai alat
bukti.
ad. 4. Petunjuk.
Petunjuk adalah suatu perbuatan atau hal yang karena persesuaiannya baik
antara satu dengan yang lain, maupun dengan tidak tanduk sendiri menandakan
bahwa telah terjadi tindak pidana. Adapun petunjuk tersebut dapat diperoleh dari
keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
Pemberian nilai atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap
keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan penuh bijaksana, setelah hakim
mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecerdasan kecermatan dan keseksamaan
berdasarkan hati nuraninya.
ad. 5. Keterangan Terdakwa.
asal 189 KUHAP menyatakan yang dinamakan keterangan terdakwa ialah
apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau
yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Sehingga, yang merupakan bukti yang
sah adalah keterangan terdakwa yang diucapkan dalam sidang pengadilan.14
Jadi untuk sahnya alat bukti yang berupa keterangan terdakwa hanya yang
diberikan pada sidang di pengadilan. Sedangkan yang diberikan ataupun pada
pemeriksaan pendahuluan hanya untuk membantu menerangkan alat bukti
disidang pengadilan dan digunakan terhadap sendiri.
3. Fungsi Alat Bukti
Alat bukti yang sudah diuraikan diatas dapatlah dikatakan berfungsi untuk
menjadikan terang tindak pidana yang didakwakan dan menambah keyakinan
hakim bahwa terdakwa benar-benar yang bersalah serta sebagai pelaku, juga dapat
14 Trinity Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU nomor. 27 tahun 1983) h,189
untuk mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang akan di jatuhkan
terhadapnya.
Hal tersebut sebagai perwujudan dari pasal 183 KUHAP yang mana tidak
akan dapat dijatuhi pidana kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti, sesuai
dengan alat bukti maka dapat menjawab semua sangkalan yang dikemukakan oleh
terdakwa dan jika berusaha mengelak.
Hakim dalam menjatuhkan putusan akan menilai semua alat bukti yang
sah untuk menyusun keyakinan hakim dengan mengemukankan unsur-unsurnya
kejahatan yang didakwakannya menurut hukum pidana atau tidak, serta pidana
apa yang setimpal dengan perbuatannya.
4. Sistem Pembuktian
Dalam hal ini bahwa di dalam pembuktian hukum pidana di kenal dengan
adanya dua sistem pembuktian yaitu:
1. Positif wettelijk, ajaran ini didasarkan semata-mata pada alat-alat bukti yang
ditetapkan oleh Undang-Undang dalam menentukan apakah terdakwa terbukti
bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tanpa adanya
keyakinan hakim.
2. Negatif wettelijk, ajaran ini di dasarkan pada alat bukti yang sah dan diatur
dalam Undang-Undang serta didasarkan pada keyakinan hakim. Dari dua
ajaran sistem pembuktian tersebut, yang di anut oleh hukum pidana adalah
Negatif Wettelijk. Sistem ini ada dua hal yang menjadi syarat yaitu:
- Wettelijk, adanya alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh Undang-
Undang.
- Negatif, dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan Undang-Undang
disertai juga dengan keyakinan hakim.
Dengan demikian antara alat-alat bukti yang sah dengan keyakinan hakim
diharuskan adanya causal oleh kerena itu, sistem KUHAP tidak mengijinkan
hukum pidana untuk menggunakan atau menerapkan alat-alat bukti lain yang
tidak ditetapkan Undang-undang.
1. Keterangan teoriti
Tindak Pidana
Pencurian
Unsur-unsur Tindak
Pidana Pencurian
Pemberatan Pidana
Pemenuhan  Unsur-
unsur Pencurian
Pemenuhan  Unsur-unsur
Pencurian dengan
pemberatan
Mampu
bertanggung
jawab
Tidak mampu
bertanggung jawab
Terdakwa mampu
bertanggung jawab
Tidak mampu
bertanggung jawab
Dipidana dengan
pidana pencurian
Di pidana pencurian
dengan pemberatan
Tidak dipidana Tidak dipidana
Tentang pencurian dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
yang berbunyi:
“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki menguasai secara
melawan hukum, di ancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling
lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”15
Unsur yang terdapat dalam rumusan pasal 362 KUHP yang berbunyi:
1.  Barang siapa,
2.  Mengambil barang sesuatu,
3.  Barang kepunyaan orang lain,
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
Untuk diketahui bahwa Pasal 362 KUHP itu terdiri 4 unsur seperti tersebut
di atas, tanpa menitikberatkan pada satu unsur. Tiap unsur mengandung arti
yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan.
- Barang siapa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang subjek hukum
yang melakukan perbuatan melawan hukum.
- Mengambil barang sesuatu.
- Milik orang lain
- Dengan Melawan hukum
Apabila rumusan pasal tindak pidana tidak mungkin ditentukan unsurnya,
maka batas pengertian rumusan tersebut diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan
praktek pegadilan. Untuk itu dalam menentukan tindak pidana yang digunakan,
15 Moeljatno Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, (Bumi Aksara, Jakarta: 2007), h.128
selain unsur-unsur tindak pidana yang dilarang juga ditentukan kualifikasi hakikat
dari tindak pidana tersebut.
Sehingga di dalam pemberian pidana yang diperbuat pidananya haruslah
dengan melihat beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan penjatuhan
pidananya yang mana dimulai dari pembuktian, sistem pembuktian, jenis pidana
dan tujuan pemidanaan serta kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat.
Kesemuannya yang diuraikan di atas saling terkait dan merupakan suatu
sistem dalam proses untuk tercapainya rasa keadilan dan kepastian hukum, di
dalam wilayah hukum Negara Indonesia.
Dapat diterapkannya pemberatan pidana sebagaimana yang telah
ditentukan di dalam KUHP, maka diperlukan hal-hal tersebut di atas guna
menentukan pasal-pasal mana yang seharusnya diterapkan.
Sebagaimana yang telah diterangkan di atas bahwa hukum pidana dapat
dibagi atas dua macam, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formiil.
Hukum pidana materiil fungsinya adalah untuk menentukan perbuatan-perbuatan
apa yang dapat dipidana, siapa yang dipidana dan hukum apa yang dapat
dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formiil atau hukum acara pidana fungsinya
adalah melaksanakan hukum pidana materiil, artinya memberikan peraturan
bagaimana negara dengan mempergunakan alat-alatnya dapat mewujudkan
wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana.
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Kerangka Konsepsional Tentang Penelitian
Suatu kerangka konsepsional merupakan kerangka yang menggambarkan
hubungan antara konsep-konsep khususnya yang ingin atau akan diteliti, suatu
konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan
suatu abtraksi dari gejala yang akan diteliti. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan
fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan
dalam fakta tersebut. (sugiyono, 2004: 122).
Kerangka konsepsional mengenai objek penelitian dan pembahasan dalam
penelitian ini menggambarkan bagaimana hubungan antara konsep-konsep secara
teoritis yang menyangkut ketentuan perundang-undangan tertulis berikut instansi
terkait, dengan konsep-konsep khusus dalam prakteknya, sehingga melahirkan apa
yang akan diteliti dari hubungan-hubungan dalam fakta yang ada.
Demikian juga dalam penulisan skripsi ini yang akan membahas mengenai
“sanksi hukum pelaku pencurian kenderaan bermotor dengan pemberatan “(Studi
Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)” Dalam hal ini penulis mengadakan
penelitian mengenai gambaran hubungan antara teori-teori yang ada dengan fakta-
fakta yang ada di dalam prakteknya.
B. Dasar Penelitian
Dalam penelitian ini yang dijadikan dasar penelitian adalah penelitian
kualitatif yang masuk dalam kategori penelitian kasus atau studi kasus sehingga
berpengaruh terhadap metode pengumpulan data yang akan digunakan. Dalam hal
ini peneliti melakukan studi kasus di Pengadilan Negeri Makassar, khususnya
tentang Sanksi Hukum Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan
Pemberatan
Dalam penelitian tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1. Sumber data langsung berupa data situasi alami dan peneliti adalah
instrumen kunci;
2. Bersifat deskriptif dimana data yang dikumpulkan umumnya berbentuk
3. Kata-kata, gambar dan bukan angka-angka dan kalaupun ada angka
sifatnya hanya sebagai penunjang
4. Lebih menekankan pada makna proses dari pada hasil
5. Analisis data bersifat induktif
6. Makna merupakan perhatian utama dalam pendekatan penelitian
(Sudarwan, 2002: 60).
Ruang lingkup penelitian ini pada umumnya tentang Hukum Pidana dan
pada khususnya tentang Sanksi Hukum Pelaku Pencurian Kendaraan Dengan
Pemberatan.
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
yuiridis sosiologis, mengingat permasalahan yang diteliti merupakan keterkaitan
antara faktor yuridis yang menyangkut aturan-aturan yang berhubungan dengan
Dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan. Pemberatan.
Adapun faktor-faktor yang memuat aturan-aturan pada KUHP Pidana dan
KUHAP mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pencurian,
kendaraan bermotor Dengan Pemberatan.
C. Variabel Penelitian
Di dalam penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas atas dasar
fokus penelitian. Dalam pemikiran fokus terdiri dari perumusan latar belakang,
studi dan permasalahan, fokus juga berarti penentuan keluasan (scope)
permasalahan dan batas penelitian. Penentuan fokus memiliki tujuan:
a. Menentukan keterikatan studi, ketentuan lokasi.
b. Menentukan inklusif dan eksklusif bagi informal baru, fokus membantu bagi
penelitian kualitatif membuat keputusan untuk membuang atau menyimpan
informasi yang diperolehnya.
Penetapan fokus penelitian, merupakan tahap yang menentukan dalam
penelitian kualitatif. Hal tersebut karena penelitian kualitatif tidak dimulai dari
yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik masalah yang bersumber dari
pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh malalui
kepustakaan ilmiah. Jadi fokus dalam penelitian kualitatif sebenarnya masalah itu
sendiri (Moleong, 2000).
Dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian adalah faktor Pertimbangan
dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Pemberatan, yang
meliputi 2 (dua) hal;
a. Pedoman pemidanaan yang menjadi landasan hakim dalam memberikan
pertimbangan pidana dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor
dengan pemberatan.
b. Praktek penjatuhan pidana pada tindak pidana pencurian kendaraan
bermotor dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Makassar.
Barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian
Kepunyaan orang lain. Dengan maksud untuk memiliki barang itu. dengan
melawan hukum dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-
lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ribu rupiah.
Tindak pidana ini masuk dalam golongan “pencurian biasa”. Unsur-
unsurnya sebagai berikut:
1. Tindakan yang dilakukan ialah “mengambil”
2. Yang diambil ialah “barang”
3. Status barang. itu sebagian atau selurunya menjadi milik orang lain.
4. Tujuan perbuatan itu ialah dengan maksud untuk memiliki barang itu
dengan melawan hukum (melawan hak).
Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif
analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang
menyangkut permasalahan yang diteliti. Penelitian yang berupa inventarisasi
hukum positif merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat berlaku sebelum
menemukan hukum.16
D. Sumber Data Penelitian
Data adalah bentuk jamak dari datum Data merupakan keterangan-
keterangan tentang suatu hal dapat merupakan sesuatu yang diketahui atau
16Andi Hamzah, Sistem Hukum Pidana Dan Pemidanaan Indonesia di Retribusi
kereformasi  (PT. Paramita Jakarta 1986), h.1
dianggap atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode dan data
lain-lain. Data perlu dikelompokkan terlebih dahulu sebelum dipakai dalm proses
analisis. Pengelompokan data disesuaikan dengan karakteristik yang menyertainya
(Hasan, 2002).
Menurut Loflan (1984:47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif
ialah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan
lain-lain.
Berdasarkan sumber pengambilan data dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:
1. Data Primer
Sumber data primer diperoleh peneliti melalui pengamatan atau observasi
secara langsung yang didukung oleh wawancara terhadap informasi atau pihak-
pihak yang bersangkutan. pencatatan sumber data utama melalui pengamatan atau
observasi dan wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat,
mendengar dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa
bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan. Adapun yang menjadi objek
dalam sumber data ini adalah hakim, jaksa, panitera, pengacara dan masyarakat
yang masih didalam lingkup di Pengadilan Negeri Makassar.
Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati dan
diwawancari (Jamaluddin, 2009). Data primer merupakan data yang terutama
diperlukan dalam penelitian ini, yaitu bersumber dari informasi instansi
Pengadilan Negeri Makassar data primer terdiri dari 2 hal yaitu:
a.  Responden
Adalah pihak-pihak yang berkompeten dengan masalah yang diteliti. Yang
dijadikan responden dalam penelitian ini adalah Hakim polisi dan Panitera
di Pengadilan Negeri Makassar. dan Jaksa dari Kejaksaan Negeri .
b.  Informan
Yaitu orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan
informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian Jamaluddin, 2009:
90.Yang dijadikan informasi dalam penelitian ini adalah Polisi korban
pencurian kendaraan bermotor, pelaku pencurian, pengacara dan media.
2. Data Sekunder
Dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang berfungsi sebagai
pelengkap atau pendukung data primer. Data ini bersumber dari buku-buku
literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen resmi yang
berhubungan dengan. Sanksi Hukum Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor
Dengan Pemberatan. selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama
diperlukan juga data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain sebagai sumber
data sekunder (Jamaluddin , 2009.112).
Adapun yang menjadi tujuan pada sumber data untuk mencari keterangan
tentang besar-kecilnya banyak-tidaknya kasus pencurian kendaraan bermotor
dengan unsur-unsur pemberatan yang tercatat di Kepolisian dan Pengadilan
setempat, juga data yang berisi tentang proses persidangan sampai putusan.
E. Teknik Pengumpulan Data
Menurut Rachman (1999. 71), bahwa penelitian selain menggunakan
metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang
relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Studi Lapangan
Studi lapangan dilakukan dengan teknik:
a. Wawancara
Wawancara digunakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai
situasi yang berkaitan dengan masalah penelitian agar lebih akurat.
Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan
informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan
dijawab secara lisan pula (Rachman,1999). wawancara ini dilakukan
terhadap Hakim, Jaksa, Polisi dan Masyarakat sekitar yang masih dalam
lingkup di Pengadilan Negeri Makassar Wawancara dilakukan secara
bebas diawali dengan pembicaraan umum kemudian sedikit demi sedikit
diarahkan pada pokok permasalahan, sedangkan pokok materi yang
ditanyakan disusun sebelumnya dan dikembangkan di lapangan dengan
memperhatikan apa, siapa, kapan, bagaimana, dan mengapa.
b. Observasi
Observasi adalah pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap
gejala yang tampak pada peneliti (Rachman, 1999:62). Observasi ini
digunakan sebagai metode kriterium artinya observasi digunakan sebagai
alat penguji kebenaran dan kemantapan terhadap suatu data yang telah
diperoleh dengan wawancara. observasi dilakukan dengan cara
pengamatan atau pemusatan perhatian terhadab objek penelitian dengan
menggunakan seluruh alat indra. Jadi obsevasi dapat dilakukan melalui
penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap (Rahmat,
1998: 128). observasi ini dilakukan untuk mengecek data yang diperoleh
dari hasil wawancara, sehingga metode ini dilakukan dengan mengamati
kegiatan yang dilakukan hakim dalam pemberian pemberatan pidana.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa
catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.
(rahmat,1991). Data yang dikumpulkan dalam penelitian berasal dari
peraturan-peratuan perundangan (KUHAP, KUHP, UU No.4 Th. 2004,
UU No.2 Th. 2002, UU No. 16 Th. 2004), arsip-arsip atau dokumentasi
(Berita acara dan data table naik-turunya tindak pidana pencurian dengan
unsur pemberatan) dan surat kabar yang ada hubungannya dengan
penelitian.
2. Studi Pustaka
Studi pustaka adalah pengumpulan data melalui penelahan sumber-sumber
yang tertulis dan relevan dengan maksud dan tujuan penelitian. Hal tersebut
dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori dan konsep penelitian. mengkaji
sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan Hukum Pidana, dengan cara
mengumpulkan data tertulis melalui arsip-arsip (Berkas Perkara Pidana), termasuk
buku-buku tentang pendapat, teori atau buku tentang hukum yang berhubungan
dengan tema penelitian.
Dokumen-dokumen di atas digunakan untuk memperoleh data dan
pengertian tentang pedoman pemidanaan tindak pidana pencurian kendaraan
bermotor dengan unsur-unsur pemberatan di dalamnya, serta praktek penjatuhan
pemberatan hingga putusan sanksi yang diberikan. Dokumen-dokumen tersebut
khususnya tentang tindak pidana pencurian bermotor dengan unsur-unsur
pemberatan yang didapat dari instansi Pengadilan Negeri Makassar.
F. Keabsahan / Validitas Data
Digunakan teknik trianggulasi yaitu teknik pemeriksaan data dengan
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan kembali
atau sebagai pembanding data-data tersebut.
Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan jalan:
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan yang dikatakan di depan umum dengan yang dikatakan
secara pribadi.
3. Membandingkan yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan
apa yang dilakukan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan pandangan seperti masyarakat biasa,
orang yang berpendidikan menengah atau tinggi dan orang. pemerintah.
5. Membandingkan hasil wawancara hasil dengan suatu dokumen yang
berkaitan.
G.   Model Analisis Data
Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dengan mengurutkan
data ke dalam pola, kategori dan satuan satuan uraian dasar sehingga dapat
ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan
data Proses analisis data dimulai dengan membaca seluruh sumber (hasil
wawancara dan dokumentasi) yang masih bersifat acak kemudian dipelajari dan
ditelah. Langkah berikutnya yaitu mengukur, mengurutkan, mengelompokkan,
memberi kode, dan mengkategorikannya dalam sekumpulan informasi yang
memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dari hasil wawancara dan
dokumentasi tersebut.
Menurut Miles dan Hurberman dalam (Rachman 1999 120) tahap analisis
data sebagai berikut:
1.  Pengumpulan data
Peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan
hasil observasi dan wawancara di lapangan.
2.  Reduksi data
Reduksi data adalah memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan focus
penelitian Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang
menggolongkan mengarahkan membuang yang tidak perlu dan
mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran
yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk
mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.
3.  Penyajian data
Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, atau
grafsis, sehingga penelitian dapat menguasai data.
4.  Pengambilan keputusan atau Verifikasi
Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh.
Untuk itu peneliti berusaha mencari pola, model, waktu, hubungan,
persamaan, hal-hal yang sering mucul, hipotesis dan sebagainya. Jadi dari
data tersebut peneliti mencoba mengambil kesimpulan.Verifikasi dapat
dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian
data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Intensitas Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan
Pemberatan
Intensits tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan
dan pedoman pemidanaannya masalah kejahatan bukanlah masalah baru,
meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi dinilai Semakin lama, kejahatan
di kota-kota besar lainnya semakin bergeser, bahkan di beberapa daerah sampai
kota-kota kecil. Dikhawatirkan kemungkinan akan menjalar lebih jauh ke desa-
desa
Di negara berkembang seperti Indonesia data kepolisian menunjukkan
terjadinya kejahatan sebagai berikut pencurian dengan kekerasan terjadi pada
setiap penganiaan terjadi pada setiap pemerasan terjadi pada setiap 3 jam,
pemerkosaan terjadi pada setiap penculikan terjadi pada setiap dan pembunuhan
terjadi pada (Sumber Majalah yang ada pada tahun 2005) Naik turunnya angka
kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, dan politik ekonomi kesehatan,
kebudayaan, pendidikan dan kesadaran akan hukum pada masyarakat itu sendiri.
Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau anggota
masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan,
sedangkan bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya
adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.
Berdasarkan wawancara pada tangal 7 Juli 2010 dengan keterangan
Mustari SH, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan faktor-
faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor
dengan pemberatan, melingkupi faktor ekonomi, pendidikan, faktor mental, faktor
keyakinan terhadap agama faktor ikatan sosial dalam keluarga dan masyarakat.
Kasat Reskrim Polres Makassar yang bernama Dahril, SH yang dalam
wawancara pada tanggal 4 Agustus 2010, menyebutkan mengenai alasan orang
melakukan pencurian, yang dalam hal ini adalah masalah kebutuhan yang sulit
terpenuhi atau pada dasarnya masalah ekonomi Selain itu beliau juga
mengungkapkan mengenai mengapa orang dalam melakukan aksi pencuriannya
selalu memiliki unsur-unsur pemberatan, hal ini dikarenakan pencurian biasa
kurang mendapatkan keuntungan Selalu disesuaikan keinginan atau
perencanaannya, demi menghilangkan bukti dan adanya peluang sesuatu barang
untuk diambil dengan melawan hukum.
Pengadilan Negeri Makassar. tergolong kelas 2A, hal tersebut dapat dilihat
dari jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Makassar Perincian jumlah
perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Makassar. dapat dilihat pada Table I
Tabel 1
Jumlah perkara pencurian kendaraan bermotor
di Pengadilan Negeri Makassar
No Tahun Perkara pidana
1
2
3
4
5
2005
2006
2007
2008
2009
200 perkara
165 perkara
178 perkara
150 perkara
221 perkara
Sumber Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010
1. Kewenangan Pengadilan Negeri Makassar Untuk sekarang ini, Pengadilan
Negeri Makassar tidak di bawah naungan Departemen Kehakiman yang
sekarang berubah menjadi Departeman Hukum dan HAM. Pengadilan Negeri
Makassar berada di bawah naungan Mahkamah Agung, mengenai tugas dan
wewenang Kehakiman dituangkan pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2004
2. Peran polisi sebagai salah satu unsur utama sistem Pengadilan pidana
merupakan pranata sosial yang melaksanakan fungsi Pengadilan sosial. Dengan
demikian bekerjanya polisi dalam masyarakat senantiasa pada satu pihak
bertolak dari aturan-aturan hukum pidana dan hukum acara pidana yang
berlaku, sedangkan pada pihak lain melakukan penegakan hukum dalam
bentuk reaksi sosial formal terhadap kejahatan. Dalam hal ini peran kepolisian
telah ditegaskan untuk menjadi rangkaian pada proses pengadilan dan memiliki
wewenang melakukan penyelidikan.
a. Penerapan penjatuhan sanksi pidana pada tindak pidana dengan
pemberatan pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri
Makassar. Mengenai proses penjatuhan pemberatan pidana  dalam tindak
pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan pengamatan dan
wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Makassar proses
pemidanaan dimulai dari awal sampai akhir Proses sidang dibagi dalam
tiga tahap. Yaitu sebelum persidangan, persidangan dan pelaksanaan
putusan.
b. Bagaimana bentuk putusan yang di jatuhkan oleh hakim di Pengadilan
Negeri Makassar. kasus tindak pidana Pencurian kendaraan bermotor
dengan pemberatan Putusan yang sering dijatuhkan kepada tersangka
adalah hukuman penjara atau kurungan. Hal ini didasarkan pada tuntutan
Jaksa, dan mengenai besar-kecilnya putusan penjara atau kurungan tidak
sama tergantung dari bentuk pencurian dan pemberatan yang terjadi. Ada
beberapa kriteria untuk memutuskan hukuman penjara atau kurungan oleh
hakim, yaitu
- Tidak adanya korban jiwa dalam tindak pidana tersebut
- Kekerasan yang dilakukan dalam keadaan terdesak atau terpaksa
- Melihat dari unsur perencanaan dari perbuatan tersebut
Salah satu kasus pencurian dengan  unsur pemberatan yang baru saja
menimpa salah satu masyarakat yang bernama Jefri Herianto bertempat tinggal di
Jalan abu bakar lambogo 3 No 41 memberikan keterangan bahwa pada hari selasa
tanggal 26 2009, jam 10.00 wita rumahnya “dibobol” dimasuki orang yang tak
dikenal dan “menggasak” mengambil seluruh perhiasan dan membawa lari sepeda
motor merek Suzuki 2008 warna biru hitam No. MH 8F DII0XIJ Kasus tersebut
keadaan rumah dalam keadaan kosong karena ditinggal aktifitas seluruh
keluarganya dan baru diketahui pada jam 11.00 Wit oleh pembantunya setelah
menjemput sekolah anak majikannya. Dari keterangan pihak polisi beliau
mengungkapkan bahwa pencurian yang terjadi dirumahnya dilakukan lebih dari
satu orang dan sudah direncanakan terlebih dahulu, bila dilihat dari kerusakan
rumah dan motif pencuriannya yang relatife singkat dan cepat dimungkinkan juga
pelaku tidak hanya sekali dalam melakukan aksinya. (wawancara, 30 agustus
2009)
B. Penerapan Penjatuhan Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana
Pencurian Kendaraan Bermotor Di Pengadilan Negeri Makassar
Pertimbangan pemberatan pidana pada tindak pidana pencurian pada
intinya merupakan keputusan hakim dalam memberikan pidana pada pelaku,
khususnya pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor Dalam
pembuktian dan pemberian putusan pemberatan tersebut Hakim melalui
pertimbangan yang antara lain berdasarkan KUHAP pasal 183 dan pasal 184 ayat
(1) dan (2), unsur-unsur pada pasal 363, 365, 486 KUHP dan UU No. 4 Th. 2008
Namun tidak dapat dipungkiri dengan adanya kinerja para penegak hukum
yang sudah diatur dalam undang-undang tetap saja belum dapat menghentikan
tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan di wilayah  pada
khususnya, terdata dari tahun ke tahun mengalami pasang surut. Hal tersebut
dapat dilihat dari jumlah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan
pemberatan yang masuk di Pengadilan Negeri Makassar selama 4 tahun terakhir,
dimulai dari tahun 2006-2009. Data tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang
dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Hasil dari data tersebut dapat dilihat
dari Tabel 2 sebagai berikut.
Tabel 2
Jumlah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor
dengan Pemberatan di Pengadilan Negeri Makassar
Tahun 2005-2009
Tahun Tindak Pidana
Pencurian Kendaraan
Bermotor
Tindak Pidana Pencurian
Kendaraan Bermotor dengan
Pemberatan
2005
2006
2007
2008
2009
45. kasus
30. kasus
25. kasus
40. kasus
37. kasus
15. kasus
10. kasus
8.  kasus
5.  kasus
11. kasus
Sumber : Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010
Selain itu, ada beberapa alasan mengapa orang melakukan tindak pidana
pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan yaitu:
1. Untuk mempermudah dalam mencapai tujuan mencuri,
2. Dalam keadaan manfaat kehidupan sehari-hari untuk mata pencaharian,
3. Untuk menguasai, atau mengendalikan kebutuhan dalam sehari-hari,
4. manfaat untuk bekerja pencaharian semakin meningkat kebutuhan
perekonomi.
Data yang diperoleh dari Polwiltabes, Makassar dari tahun ke tahun tindak
pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan mengalami pasang
surut atau naik-turun. data yang diperoleh dari Polwiltabes hanya mulai tahun
2006-2009 karena pada saat itu kedudukan polwiltabes Makassar masih
bergabung dengan polwiltabes Salatiga. Adapun data  tersebut dapat dilihat dari
Tabel 3, yaitu:
Tabel 3
Data tindak pidana pencurian yang di
Laporkan ke polwiltabes makassar
Tahun 2005-2009
No Tahun Dilaporkan ke
polwiltabes
Tindak pidana
pencurian
kenderaan bermotor
Tindak pidana
pencurian motor dan
pemberatan
1
2
3
4
5
2005
2006
2007
2008
2009
150
180
210
175
190
150. kasus
180. kasus
210. kasus
175. kasus
190. kasus
35. kasus
40. kasus
30. kasus
20. kasus
25. kasus
jumlah 905 905 150
Sumber: Polwiltabes Makassar Tahun 2010
menyelesaika tunggakan lapor yang terhitung dari bulan 9 Tahun
2009.Tunggakan tersebut perlu dilakukan guna memberikan pidana kepada pelaku
agar tidak mengulang perbuatannya. Dengan melihat keterangan tersebut diatas
maka tujuan pemidanaan pada dasarnya adalah mengarahkan seseorang untuk
membuat pelaku tindak pidana menjadi dan tidak mengulangi sanksi tindak
pidana dikemudian hari (Prevensi).17
Mengenai proses penjatuhan pemberatan pidana  dalam tindak pidana
pencurian kendaraan bermotor berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan
hakim Pengadilan Negeri Makassar, proses pemidanaan dimulai dari awal sampai
akhir. Proses sidang dibagi dalam tiga tahap. Yaitu sebelum persidangan,
persidangan dan pelaksanaan putusan. Selama ini, dalam melakukan proses
persidangan tidak mengalami hambatan yang mempersulit jalannya proses
persidangan. Hal ini dikemukakan oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar
Riskiwaty Densi  SH. pada tanggal 20 Juli 2006, “semua proses persidangan
diatur dalam KUHAP dan UU No. 4 Th. 2004, tetapi yang sedikit menghambat
jalannnya persidangan adalah sulitnya mendatangkan saksi di pengadilan. Akan
tetapi, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mempersulit jalannya
persidangan. Hal ini dikarenakan saksi mempunyai alasan tersendiri untuk tidak
hadir dalam persidangan. Namun, apabila sudah dipanggil 3 kali dan tetap tidak
hadir dalam persidangan maka akan dikenakan sanksi“.Pedoman Pidana
Pencuriaan Kendaraan Bermotor Dengan Pemberatan. Pedoman Hakim dalam
menjatuhkan jenis pidana tersebut diatur dalam pasal 10 KUHP, yang terdiri dari
dua jenis yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, yang masing-masing dapat
dibagi lagi atas beberapa macam, sebagaimana disebutkan sebagai berikut di
bawah ini;
17 Dahril, Kepala Bagian kaurbin Ops Polwiltabes Makassar. Sul-Sel, wawacara oleh Penulisan
di Polwiltabes Makassar, 17 Februari Tahun 2010.
A. Pembuktian.
Berdasarkan pasal 183 KUHAP menerangkan bahwa Hakim tidak
boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang
terbukti Melakukannya.
ketentuan ini untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian
hukum bagi seseorang. Maka hakim dalam hukum acara pidana
berkewajiban menetapkan: 18
1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti menurut
pemeriksaan pengadilan.
2. Apa yang telah membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-
perbuatan yang didakwakan.
3. Tindak pidana apakah yang telah dilakukan sehubungan dengan
perbuatan-perbuatan itu.
4. Hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.
5. Pelaksanaan, penghambatan dan pengawasan.
Bukti tersebut akan menjadi terang tindak pidana yang didakwakan
dan menambah keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah
dan sebagai pelaku serta untuk menentukan berat ringannya pidana yang
akan dijatuhkan.
B. Jenis-Jenis Alat Bukti.
18 Leden marpaung, Asas-Asas  Hukum  Di Indonesia ( Sinar Grafika,  Jakarta 1992), h.2627
Didalam KUHAP telah mengatur tentang jenis-jenis alat-alat bukti yang di
atur pada pasal 184 KUHAP yaitu:
1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa
Alat bukti ialah apa yang merupakan alat bukti yang mengandung maksud
dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas peristiwa, sehingga dapat dilihat.
Hal tersebut sebagai perwujudan dari pasal 183 KUHAP yang mana tidak
akan dapat dijatuhi pidana kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti, sesuai
dengan alat bukti maka dapat menjawab semua tersangkah yang dikemukakan
oleh terdakwa dan jika berusaha mengelak.
Hakim dalam menjatuhkan putusan akan menilai semua alat bukti yang
sah untuk menyusun keyakinan hakim dengan mengemukankan unsur-unsurnya
kejahatan yang didakwakannya menurut hukum pidana atau tidak, serta pidana
apa yang setimpal dengan perbuatannya.
Bagan 1
Proses Sebelum Persidangan, Persidangan dan Penjatuhan Hukuman
Sumber : Pengadilan Negeri Makassar dan KUHP
Pada tahap sebelum dimulainya persidangan, ada dua instansi yang
berkaitan yaitu kepolisian dan jaksa. Instansi kepolisian dalam hal ini melakukan
penyidikan dan penyelidikan tentang kejahatan yang sedang ditangani. Penyidik
dalam hal ini adalah pejabat polisi yang diberi wewenang khusus dan telah diatur
dalam UU No. 2 Th. 2002Tentang Kepolisian Negera Republikn Indonesia dan
pasal 1 ayat (1), pasal 4-6 KUHAP, untuk melakukan penyidikan.
Penyelidikan / Penyidik
Tuntutan
Sidang di pengadilan
Pelaksanaan Putusan
DendaPenjara KurunganMati
Jaksa JaksaJaksa
Brimob DipendaLembaga
Permasyarakatan
Tugas penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti tentang tindak
pidana yang terjadi dengan tujuan untuk menemukan tersangka. Laporan hasil
penyelidikan dari kepolisian diberikan kepada Jaksa, yang dalam hal ini sebagai
penuntut umum dalam bentuk berkas. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi
wewenang sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
Republik Indonesia dan pasal 1 ayat (1) dan (2), pasal 13-15 KUHAP untuk
melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Tugas penuntut umum
adalah membuat tuntutan sesuai kejahatan yang dilakukan dan melimpahka
perkara di Pengadilan Negeri Makassar untuk diperiksa dan diputus hakim.
Setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar langkah
selanjutnya adalah menentukan waktu sidang. Pada  tahap persidangan, tiap
tahapan harus dilakukan secara runtun. Di dalam persidangan, ada pembacaan
tuntutan, keterangan saksi yang memberatkan, tanggapan dari tersangka yaitu bisa
sendiri atau diwakili pengacaranya, keterangan saksi yang meringankan, dan
adanya putusan hakim. Dalam hal putusan hakim, memutuskan berdasarkan
kenyataan yang terungkap dalam persidangan seperti yang tertera dalam UU No. 4
Tahun. 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan berdasarkan pasal 183 dan pasal
184 KUHAP dengan pertimbangan unsur-unsur pada tututan Jaksa dan KUHP.
Dalam hal ini, seorang hakim hanya dapat memberi hukuman  pidana yang hanya
tertera/tercantum dalam pasal 10 KUHP.
Hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya berpatokan pada KUHAP
dan UU No. 4 Tahun. 2004 saja namun juga harus melihat pada unsur-unsur
pidananya dalam KUHP seperti yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat
tuntutan. Tanpa mengurangi tujuan dan maksud dari pemberian sanksi yang
terdapat pada konsep kedua aliran hukum pidana yang tersebut terdahulu, yang
memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:
a. Pertanggung jawaban pidana bersifat pribadi/perorangan (asas personal)
b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas;
tiada pidana tanpa kesalahan)
c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini
berarti harus ada kelonggaran/fleksibelikasi bagi hakim dalam memilih
sanksi pidana (jenis maupun berat ringanya sanksi) dan harus ada
kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam
pelaksanaanya. (Nawawi, 43: 1996)
Ada hal-hal tertentu dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan
putusan pada diri seorang terdakwa. Misalnya, kasus tindak pidana pencurian
kendaraan bermotor dengan pemberatan. Ada hal-hal tertentu diluar ketentuan
hakim yang menjadi pertimbangan untuk memperingan putusan, yaitu
1. Adanya sikap terus terang dalam persidangan
2. Belum menikmati hasil dari pencurian tersebut.
3. Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya.
4. Adanya tanggung jawab sebagai tulang-punggung keluarga.
5. Sopan dalam persidangan.
6. Belum pernah dihukum atau bukan residivis.
Begitu juga sebaliknya ada hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim
untuk memperberat putusan, yaitu.
1. Menunjukkan sikap berbelit-belit dalam member keterangan di
persidangan.
2. Sikap tidak sopan dan tidak menghormati persidangan.
3. Sudah pernah dihukum atau dalam perkara sejenis.
4. Bahwa perbuatan tersebut meresahkan masyarakat.
5. Bahwa perbuatan tersebut membahayakan nyawa dan tubuh seseorang
(Sumber: di Pengadilan Negeri Makassar Mustari, 25 agustus 2009).
Dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim berpegang pada asas “Demi
keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“. Dan yang menjadi
pertimbangan selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, adalah fakta di
persidangan yang terungkap tentang peristiwa yang terjadi dan didasarkan pada
tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.
Menurut Martiman (20:1983) bentuk putusan pada umumnya ada tiga
macam yaitu:
1. Putusan yang mengandung pembebasan Vrijspraak menurut pasal 191
ayat (1) KUHAP.
2. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan
hukum (onslag van alle rechtsvervolging) menurut pasal 191 ayat (2)
KUHAP.
3. Putusan yang mengandung suatu penghukuman terdakwa
(veroordeling), menurut pasal 193 KUHAP.
a. Proses penjatuhan sanksi pidana dengan pemberatan pencurian kendaraan
bermotor melalui tiga tahap dalam pesidangan yaitu sebelum persidangan,
persidangan dan pelaksanaan putusan
b. Bentuk putusan yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri
Makassar, mengenai kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor
dengan pemberatan yaitu:
c. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka
tuntutannya maksimal 15 tahun penjara. Namun, apabila perbuatan
tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih maka dapat di pidana mati
atau seumur hidup.
d. Putusan yang sering dijatuhkan kepada tersangka adalah hukuman penjara
atau kurungan. Hal ini didasarkan pada tuntutan Jaksa, dan mengenai
besar-kecilnya putusan penjara atau kurungan tidak sama tergantung dari
bentuk pencurian dan pemberatan yang terjadi. Ada beberapa kriteria
untuk memutuskan hukuman penjara atau kurungan oleh hakim, yaitu
- Tidak adanya korban jiwa dalam tindak pidana tersebut
- Kekerasan yang dilakukan dalam keadaan terdesak atau terpaksa
- Melihat dari unsur perencanaan dari perbuatan tersebut
e. Mengenai sanksi denda, dalam kasus ini belum pernah terjadi karena pada
hakekatnya suatu kejahatan yang terjadi sangat tidak adil apabila hanya
dikenakan sanksi denda saja namun, biasanya sanksi penjara selalu diikuti
dengan sanksi denda. hal ini didasarkan pada pasal 366 KUHP, yang
berbunyi;
“Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam
pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam
pasal 35 No.1-4” (Sumber: Pengadilan Negeri Makassar, Dwi Hari
Sulismawati SH, 25 agustus 2009).19
Tahap selanjutnya adalah hakim menjatuhkan putusan, dan pada saat
itu pula tersangka diberi hak untuk menerima atau mengajukan banding
terhadap putusan hakim. Apabila tersangka menerima putusan hakim,
maka kewenangan dalam menjalankan putusan diserahkan pada Jaksa.
Untuk putusan pidana mati, oleh Jaksa diberikan pada satuan Brimob
dalam melakukan eksekusi. Sedangkan untuk pidana kurungan atau
penjara, oleh jaksa kewenangannya diberikan oleh lembaga ke
masyarakatan. Dan untuk putusan denda, kewenangannya diberikan pada
dipenda ( Dinas Pendapatan Daerah ).
A. Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri
Makassar dapat diketahui bahwa tugas hakim dalam praktek penjatuhan hukuman
pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan
berpedoman pada pasal 183 dan 184  KUHAP, pasal 28 UU No 4 Th. 2004, dan
melihat unsur-unsur pada pasal 363, 365, 486 KUHP Sehingga dalam hal ini
hakim memiliki keluwesan dalam mencari kebenaran hakiki dan menjunjung
tinggi keadilan. Adapun hal-hal tertentu dalam pertimbangan hakim untuk
menjatuhkan putusan pada diri seorang terdakwa pada kasus tindak pidana
19 Moejatno, Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, ( Bumi Aksara,  Jakarta  2007), h.130
pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan. Ada hal-hal tertentu diluar
ketentuan hakim yang menjadi pertimbangan untuk memperingan putusan, yaitu:
1. Adanya sikap terus terang dalam persidangan;
2. Belum menikmati hasil dari pencurian tersebut;
3. Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya;
4. Adanya tanggung jawab sebagai tulang-punggung keluarga;
5. Sopan dalam persidangan;
6. Belum pernah dihukum atau bukan residivis.
Begitu juga sebaliknya, ada hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim
untuk memperberat putusan, yaitu
1. Menunjukkan sikap berbelit-belit dalam memberi keterangan
dipersidangan
2. Sikap tidak sopan dan tidak menghormati persidangan
3. Sudah pernah dihukum atau dalam perkara sejenis
4. Bahwa perbuatan tersebut meresahkan masyarakat
5. Bahwa perbuatan tersebut membahayakan nyawa dan tubuh seseorang
Dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim berpegang pada asas “Demi
keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“ Dan yang menjadi
pertimbangan selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, adalah fakta di
persidangan yang terungkap tentang peristiwa yang terjadi dan didasarkan pada
tututan dari Jaksa Penuntut Umum.
Hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dapat
diketahui bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan
dari tahun ke tahun mengalami pasang-surut, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah
tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan yang masuk di
Pengadilan Negeri Makassar selama 4 tahun terakhir, dimulai dari tahun 2006-
2009. Tahun 2006 tercatat 10 kasus tindak pidana, 2007 tercatat 8 kasus, 2008
tercatat 6 kasus, 2009 tercatat 11 pencurian kendaraan bermotor dengan unsur-
unsur pemberatan.
Data  ini diperoleh dari sumber pengambilan data yang terdiri dari data
primer dan sekunder. Dimana data primer terdiri dari responden dan informan,
sedangkan data sekunder bersumber dari literatur pada peraturan perundang-
undangan Kehakiman dan dokumen resmi Berita Acara Pidana yang berhubungan
dengan pertimbangan pemberatan pidana dalam tindak pidana pencurian
kendaraan bermotor.
Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini yang menggunakan studi pustaka dan studi lapangan dapat diketahui bahwa
ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana
pencurian dengan pemberatan. Adapun  faktor-faktor tersebut yaitu untuk
mempermudah dalam mencapai tujuan, dalam keadaan terpaksa, untuk menguasai
dan menekan korban, serta untuk menghilangkan bukti.
Menurut Hamzah (1983.27) tujuan pemidanaan pada dasarnya adalah
mengarahkan seseorang untuk tidak mengulangi tindak pidana dikemudian hari
(Prevensi) Selain itu Hamzah juga menegaskan adanya dua macam prevensi yaitu
prevensi general (umum) yang bertujuan agar setiap orang takut untuk melakukan
tindak pidana (kejahatan) sedangkan  prevensi special  bertujuan untuk membuat
pelaku tindak pidana menjadi jera/takut untuk mengulang perbuatannya.
Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, aparat penegak hukum
diharapkan mempunyai kesamaan pandangan serta sikap bahwa pemidanaan
dilaksanakan untuk mengadakan perbaikan terhadap diri terpidana sehingga
terpidana tidak akan mengulangi perbuatannya.
Dalam hal ini, bukanlah hal yang mudah bagi aparat penegak hukum
dalam menentukan pidana kepada pelaku kejahatan. Hal ini disebabkan karena
pencurian kendaraan bermotor bukan hanya merupakan kejahatan yang tertera
pada pasal 362 KUHP saja, akan tetapi menyangkut kejahatan yang ada pada
beberapa pasal dalam KUHP, contoh kasus pada lampiran I dengan tersangka I
Jusman als Herianto bin Saleh Unddin dan Nasar als acoh bin salim; melakukan
tindak pidana pencurian dengan unsur pemberatan karena dalam melaksanakan
pencuriannya tersangka telah merencanakan dengan merusak dan masih dalam
kawasan parkir dikampus. Maka tersangka dapat dikenakan hukuman 7 (tujuh)
tahun penjara seperti yang tertera pada pasal 363 ayat 1 ke 4, 5 KUHP atau
hukuman 1 (satu) tahun 5 (bulan) seperti tuntutan Penuntut Umum pada lampiran
I. Pertimbangan memberatkan karena terdakwa pernah didakwa dan perbuatan
terdakwa merugikan korban namun adapula pertimbangan yang meringankan
hukuman tersangka yaitu karena para tersangka mengaku terus terang sehingga
tidak mempersulit penyelidikan dan menghalangi jalannya persidangan. hakim
dalam hal ini juga memunyai pertimbangan yang sama, sehingga memberi
putusan untuk memidana para terdakwa dengan pidana masing-masing 1 (satu)
tahun 2 (dua) bulan.
Hal tersebut contoh praktek sidang pencurian kendaraan bermotor dengan
unsur-unsur pemberatan menurut pasal 363 KUHP namun putusan hakim lebih
ringan karena hakim berkeyakinan pada unsur-unsur yang meringankan dengan
melihat sikap tersangka yang memiliki pertimbangan meringankan. Namun unsur-
unsur pidana pencurian dengan pemberatan tidak hanya pada pasal 363 KUHP,
namun juga dapat diperluas dengan melihat unsur-unsur yang didapat pada
penyidikan, sehingga memiliki unsur-unsur yang lebih memberatkan. Pasal
tersebut antara lain, pasal 365 KUHP yaitu tindak pidana pencurian dengan
kekerasan, pasal 368 KUHP yaitu tindak pidana pencurian dengan perampasan,
pasal 378 KUHP yaitu tindak pidana pencurian dengan penipuan, pasal 372
KUHP yaitu tindak pidana pencurian dengan penggelapan, dan pasal 263 KUHP
yaitu tindak pidana pencurian dengan pemalsuan.
Hal ini sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini, yaitu yuridis-sosiologis mengingat permasalahan yang diteliti merupakan
keterkaitan antara faktor yuridis yang menyangkut aturan-aturan yang
berhubungan dengan pemberatan pidana dalam tindak pidana pencurian
kendaraan bermotor.
Hukum pidana merupakan aturan hukum yang berbeda dengan hukum
yang lainnya. hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikat pada suatu
perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan akibat yang berupa
pidana. Dalam KUHP pasal 10, ada beberapa jenis pidana yang dapat dijatuhkan
kepada pelaku tindak kejahatan, yang pertama adalah pidana pokok yang meliputi
pidana mati, penjara, kurungan, denda dan yang kedua adalah pidana tambahan
yang meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu
dan pengumuman hasil putusan hakim.
Menurut KUHP, ada dua jenis peristiwa pidana “misdriif” (kejahatan) dan
“overtrading” (pelanggaran). kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana
yang lebih berat dari pelanggaran. Pencurian pada umumnya termasuk pada
tindakan kejahatan, akan tetapi pencurian dapat dikategorikan dalam delik materiil
apabila pencurian tersebut disertai dengan pembunuhan, penganiayaan atau hal-
hal yang menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana
oleh undang-undang.
Pengadilan sebagai instansi yang menjatuhkan hukuman harus dapat
melihat dan mendengar dengan jeli dalam menjalankan persidangan. Selain
menggunakan keyakinannya, hakim juga diharuskan melalui beberapa proses
dengan cara mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Adapun cara yang pertama
adalah pembuktian yang meliputi penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam
persidangan, pelaksanaan, penghambatan dan pengawasan. Sedangkan cara yang
kedua adalah jenis-jenis alat bukti yang meliputi, keterangan saksi ahli,
keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
Menurut hakim di Pengadilan Negeri Makassar, selama ini dalam
melakukan persidangan belum pernah mengalami hambatan-hambatan yang dapat
mempersulit jalannya persidangan, hanya saja yang sedikit menghambat jalannya
persidangan adalah sulitnya mendatangkan saksi untuk hadir di pengadilan.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan hakim di Pengadilan
Negeri Makassar mengenai proses penjatuhan dalam tindak pidana pencurian
kendaraan bermotor dengan pemberatan, terdiri atas  unsur-unsur pasal yang
mengarah pada pidana pencurian dengan pemberatan dan sikap tersangka dalam
mengikuti proses persidangan  dan juga keyakinan hakim.
Bentuk putusan yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri
Makassar, mengenai kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan
pemberatan yaitu:
Mengenai sanksi denda, dalam kasus ini belum pernah terjadi. (Sumber:
Pengadilan Negeri Makassar, Mustari SH 25 agustus 2009).
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hakim dalam
menjatuhkan hukuman atas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor harus
melihat dan mendengar dengan jeli serta peka dalam menjalankan persidangan.
Selain itu, hakim juga dituntut untuk menggunakan keyakinannya serta
diharuskan melalui proses pembuktian dengan pengumpulan fakta-fakta yang ada.
Hal ini sangat berpengaruh dalam penjatuhan pidana, apakah seseorang harus
dijatuhi hukuman dengan pemberatan atau tidak sesuai dengan pasal 183, 184
KUHAP, UU No.4 Tahs. 2004 dan unsur-unsur yang terdapat pada KUHP dalam
dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum.
Penelitian ini masih terdapat kelemahan dan keterbatasan yang biasa
muncul karena keterbatasan informasi juga waktu dalam melakukan penelitian.
Hal ini disebabkan karena responden yang dalam hal ini adalah hakim dan jaksa
Pengadilan Negeri Makassar serta dari kpolda yang ada ditempat.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana
pencurian dengan pemberatan, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. praktek penjatuhan sanksi pidana pada tindak pidana dengan pemberatan
pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Makassar. berdasarkan
pengamatan dan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Makassar,
proses pemidanaan dimulai dari awal sampai akhir . Proses sidang dibagi
dalam tiga tahap. Yaitu sebelum persidangan, persidangan dan pelaksanaan
putusan.
2. bentuk putusan yang di jatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Makassar
kasus tindak pidana Pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan.
mengenai kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan
pemberatan yaitu:
a. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka
tuntutannya maksimal 15 tahun penjara Namun, apabila perbuatan tersebut
dilakukan oleh dua orang atau lebih maka dapat di pidana mati atau
seumur hidup.
b. Putusan yang sering dijatuhkan kepada tersangka adalah hukuman penjara
atau kurungan. Ada beberapa kriteria untuk memutuskan hukuman penjara
atau kurungan oleh hakim, yaitu:
- Tidak adanya korban jiwa dalam tindak pidana tersebut
- Kekerasan yang dilakukan dalam keadaan terdesak atau terpaksa
- Melihat dari unsur perencanaan dari perbuatan tersebut
Jumlah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan
yang terjadi diwilayah hukum makassar selama 4 (empat) tahun yang terhitung
dari tahun 2006-2009 mengalami pasang surut. Hal ini diperkuat dari data kasus
pencurian kendaraan bermotor yang tercatat di Pengadilan Negeri Makassar.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dapat
diketahui bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan
dari tahun ke tahun mengalami pasang-surut, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah
tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan yang masuk ke
Pengadilan Negeri Makassar selama 4 tahun terakhir, dimulai dari tahun 2006-
2009. Tahun 2006 tercatat 30. kasus tindak pidana, 2007 tercatat 25. kasus, 2008
tercatat 40. kasus, 2009 tercatat 37. pencurian kendaraan bermotor dengan unsur-
unsur pemberatan.
1. Pedoman pemberian pidana dalam tindak pidana pencurian kendaraan
bermotor dengan pemberatan, berpatokan pada unsur-unsur dari pasal 363,
365, 486 KUHP dan tentang jenis pidana yang diberikan hakim berpedoman
pada pasal 10 KUHP.
2. Dalam praktek pemberian pidana dalam tindak pidana pencurian kendaraan
bermotor dengan pemberatan, hakim berpedoman pada UU No. 4 Tahun 2004
dan pasal 183, 184 KUHAP dengan melihat unsur-unsur pasal yang
didakwakan Penuntut Umum. Sedangkan jaksa dalam hal ini berwenang.
Kesimpulan peneliti seperti yang tertera diatas bahwa hakim hanya berpatokan
pada Undang-Undang yang belaku dan menggunakan keyakinannya dalam
memutuskan perkara yang ada, seperti yang tertera.
B. Saran
Setelah mengadakan penelitian tentang tindak pidana pencurian kendaraan
bermotor dengan pemberatan, penulis melihat hal-hal ganjil yang seharusnya
dapat dicermati pihak penyidik dan para penegak hukum lainnya.
1. Tindak pidana saat ini telah menjalar ke pedesaan karena tingkat kejahatan
yang terjadi di kota-kota besar sifatnya meluas dan mengikuti teknologi pada
zamannya, seharusnya para penegak hukum lebih banyak berperan pada
kasus-kasus yang terjadi di daerah.
2. kemungkinan menjadikan tempat pelarian bagi para pelaku pidana. Jumlah
kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan
diwilayah Makassar selama 4 (empat) tahum mengalami pasang surut,
ketidak setabilan angka kejahatan yang terjadi disebabkan kurangnya
maksimalnya kinerja para penegak hukum.
3. Pedoman pemberian pidana dalam tindak pidana pencurian kendaran
bermotor dengan pemberatan, berpatokan pada unsur-unsur dari pasal 363,
keyakinan hakim dan bukti-bukti yang ada. Seharusnya ada tindakan dari para
sarjana hukum atau instansi penegak hukum yang lebih berperan pada
pencegahan, sebelum tindak pidana itu dilakukan. Misalnya dengan
mengadakan seminar atau penyuluhan pada masyarakat.
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